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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK 

ASASI MANUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

 
 28 SEPTEMBER 2020 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020, pukul 10.39 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut 

UU HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 52/PUU-

XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 52/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai 

di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU HAM dalam Perkara Nomor 52/PUU-

XVIII/2020 diajukan oleh Alamsyah Panggabean, yang selanjutnya disebut 

Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT UU HAM YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 15 UU HAM yang 

berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 15 UU HAM 
“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik 

secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya” 
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D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 15 UU HAM dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 15  UU HAM  dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya 

disebut UU HAM) terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah 

berwenang mengadili permohonan a quo; 

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 

Pemohon dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

 Setelah mencermati dokumen permohonan awal dan permohonan perbaikan, 

serta mendengar keterangan Pemohon dalam dua sidang pendahuluan, 

Mahkamah memperoleh keterangan bahwa Pemohon mengajukan pengujian 

Pasal 15 UU 39/1999. Namun demikian, hal yang dipermasalahkan Pemohon 

dalam bagian awal alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengenai 

pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang dilandaskan pada Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di 

Provinsi Sumatera Utara (UU 38/2007).  

 Secara lebih spesifik Pemohon mempermasalahkan pengisian anggota DPRD 

Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui penetapan karena merupakan 

pengisian pertama. Terkait hal tersebut Pemohon tidak menjelaskan bagian 

mana dari mekanisme pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas 

yang merugikan hak konstitusionalitas Pemohon. Di sisi lain, pada permohonan 

yang sama, Pemohon mengajukan permohonan ditujukan kepada Pemerintah 

Republik Indonesia “supaya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, agar ditetapkan sebagai 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas” (vide 

permohonan hlm. 19).  

 Selanjutnya Pemohon menghubungkan ketentuan mengenai pengisian 

keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang diatur dalam UU 38/2007 

tersebut dengan UU 39/1999 terutama frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 

39/1999. Pemohon berpendapat frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 
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39/1999 bertentangan dengan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 28C ayat (2) 

UUD 1945.  

 Menurut Pemohon frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “secara kolektif”, 

namun Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut di mana letak 

pertentangan antara frasa “secara pribadi” a quo dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 

1945. Hal demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.  

 Ketiadaan argumentasi yang memadai dari Pemohon mengenai 

inkonstitusionalitas frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999, serta 

tidak dijelaskannya pula hubungan antara frasa tersebut dengan uraian Pemohon 

mengenai UU 38/2007, menurut Mahkamah mengakibatkan permohonan 

Pemohon tidak dapat dipahami. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian 

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur; 

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pada 

Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3], dalam putusan ini Mahkamah tidak 

mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih 

lanjut. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 15 UU HAM 

mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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